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GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
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TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang Pengeiolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang
Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Kiasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}lun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka
Peraturan Gubernur Nomor 42.A Tahun 2013 tentang
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang disusun
berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor
7 I Tahun 20 10 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan
Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2Ol3 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual sudah tidak sesuai dan perlu
diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Lampung tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada
Pemerintah Provinsi;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964

tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pem6entukan Daeiah Tingkat I Sumatera Selatan (LembarAn

Negara Tahun 1964 Nomor 8, Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara= llembaian Negara Republik Indonesia Tahun 20O3

Noiror 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
paidemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-l9) dan/atau
Dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomiin Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan

1t "-brt.., 
Negara Republik Indonesia. Tahun 2020 Nomor

i3+, tambah^n t -b^.,tt Negara Republik Indonesia Nomor

6516);

Mengingat
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4365) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemr Corona Virus Diseases 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Taln:uir:, 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 20 13

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2027 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor
101 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Provinsi Lampung;



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL PADA
PEMERINTAII PROVINSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.

2. Kepala Daerah adalah Gubernur Lampung.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
daiam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan
yang dapat dijadikan millik Daerah berhubung dengan hak
dan kewajiban daerah tersebut.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

7. Akuntansi adalah proses identihkasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi
dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta
penginterpretasian atas hasilnya'

8. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya
disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan Pemerintah.

g. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam
p.tapo.a., finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan. dalam pelaporan

pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan

dalam APBD'

10. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang
- - 

".t".r.;rt"ya 
disingkat PSAP adalah SAP yang diberi

judul, nomor dan tanggal efektif'

-3-
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11. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD,
adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan
elemen lain untuk mewrrjudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah
Provinsi Lampung.

12. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi,
aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai
pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah
Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap
anggaran, antar periode maupun antar entitas.

13. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS, adalah daftar
kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara
sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan
keuangan Pemerintah Daerah.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adaiah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

i 5. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

16. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

17. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu
kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi
bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA,
betanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat
pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

18. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

19. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secara
lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

20. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan
yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/ defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/ kurang pembiayaan
anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam
satu periode.

21. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL
adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL

tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/ SiKPA, koreksi dan SAL

akhir.
22. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu

entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal
tertentu.

23. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan
entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya.

24. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang

menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setaia kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada

tanggal pelaPoran.
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25. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan
yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari
ekuitas awal, surplus/ defisit-Lo, koreksi dan ekuitas akhir.

26. Calatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah
laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE,

Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

27. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/ pengguna barang.

28. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD

adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

29. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

30. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

31. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menlrusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

32. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan.

33. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayal seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetaPkan.

34. pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang

menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali
oleh pemerintah.

35. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.

36. pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, bailk pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

37. pendapatan-Lo adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan

tidak perlu dibayar kembali.

38. Beban adalah penurlrnan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
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39. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang
terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,
tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau
pengaruh entitas bersangkutan.

40. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ikonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang,
iermasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena
alasan sejarah dan budaya.

41. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis
seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya
sehi.rgga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

42. Kewajiban ada-lah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.

43. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara
aset dan kewaj iban Pemerintah.

44. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang
tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang
seharusnya.

45. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk
mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang
berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum
dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubemur ini meliputi:
a. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD); dan
b. Bagan Akun Standar (BAS).

Pasal 3

(1) SAPD terdiri dari:
a. Sistem Akuntansi SKPD; dan
b. Sistem Akuntansi SKPKD.

(2\ Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

mencakup Teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas
pendapatan-LO, beban, pendapatan LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas,
penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD'

Sistem akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mencakup Teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas
pendapatan-LO, beban, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, aset,

Lewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan
keuangan SKPKD serta pen).usunan laporan keuangan kosolidasian
Pemerintah Daerah.

(3)

BAB III
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH



(4\ SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 4

(1) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi
akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara
lengkap.

(2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dalam pencatatan
transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan
pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

(3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level I sampai dengan
level 6, meliputi:
a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
d. ievel 4 (empat) menunjukkan kode obyek;
e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek: dan
f. level 6 (enam) menunjukan kode sub rincian obyek'

(4) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. akun 1 (satu) menunjukkan aset;
b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
c. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;
e. akun 5 (lima) menunjukkan belanja;
f. akun 6 (enam) menunjukkan pembiayaan;
g. akun 7 (tujuh) menunjukkan pendapatan-LO; dan
h. akun 8 (delapan) menunjukkan beban.

(5) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 5

(1) Dalam rangka pertanggungiawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan
wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, setidak-
tidaknya terdiri dari:
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Laporan perubahan SAL;
c. Neraca;
d. Laporan operasional;
e. Laporan arus kas;
f. Laporan perubahan ekuitas; dan
g. Catatan atas laporan keuangan.

Dalam rangka pertanggungiawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi
untuk unit pemerintahan wajib meny'usun Laporan Keuangan Tahunan,
yang setidak-tidaknya terdiri dari:
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Neraca;

(2)

-1
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c. Laporan operasional;
d. Laporan perubahan ekuitas; dan
e. Catatan atas laporan keuangan.

BAB VI
KRTENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubemur ini berlaku, Peraturan Gubernur Lampung Nomor
42.A Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal 5 - 12 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
padatanggal 5 - 12 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 37

ai aslinya
HUKUM,

I JAILANI SH MH.
bina Utama Muda

ttd

NrP. 19650905 199103 1004
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c. Laporan operasional;
d. Laporan perubahan ekuitas; dan
e. Catatan atas laporan keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Lampung Nomor
42.A Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal 5 - 12 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
padatanggal 5 - 12 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 37

aslinya
HUKUM,

I JAILANI SH MH.
bina Utama Muda

ttd

ttd

NrP. 19650905 199103 1004



Lampiran I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 35 TAHUN 2022
TANGGAL : 5-12-2022

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

A. PENDAHULUAN

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat

SAPD adalah rangkaian slstematik dari prosedur, penyelenggara,

peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak

analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan

organisasi pemerintahan daerah.

Prosedur akuntansi pemerintah daerah adalah rangkaian proses yang

dimulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan

pelaporankeuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD yang dilakukan dengan berbasis elektronik, Sesuai pelaksanaan

pasal 222 ayat (3) PP 1212019 tentang pengelolaan keuangan daerah

ditegaskan bahwa akuntansi & pelaporan menggunakan sistem

pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

B. TUJUAN

Tujuan menyusun SAPD adalah membuat pedoman yang dapat

dipahami dan dilaksanakan oleh para petugas khususnya oleh fungsi

akuntansi pada lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

C. RUANG LINGKUP

SAPD Provinsi Lampung dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Sistem Akuntansi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Sistem akuntansi yang dijalankan secara umum oleh pemerintah

daerah yang bertindak sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan

yang mewakili pencatatan transaksi-transaksi SKPD, SKPKD

dan transaksi pemerintah daerah secara keseluruhan.



2. Sistem Akuntansi SKPD

Sistem akuntansi yang dijalankan oleh SKPD sebagai satuan kerja

dan bertindak sebagai entitas akuntansi yang mencakup Teknik

pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO,

beban, pendapatan LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas,

penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

3. Sistem Akuntansi SKPKD

Sistem akuntansi yang dijalankan oleh SKPKD sebagai satuan kerja

dan bertindak sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan

yang mencakup Teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan

atas pendapatan-LO, beban, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan,

aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan

laporan keuangan SKPKD serta penyusunan laporan keuangan

kosolidasian Pemerintah Daerah.

D. SISTEM AKUNTANSI ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS

PELAPORAN

1. Sistem Akuntasi Entitas Akuntansi

a. Jurnal

Sebagai entitas akuntansi, baik SKPD maupun SKPKD melakukan

proses akuntansi yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Transaksi-

transaksi tersebut dicatat oleh Fungsi Akuntansi SKPD dan SKPKD

sesuai dengan dokumen transaksinya menggunakan Memo Jurnal

ke dalam buku jurnal. Format Jurnal seperti di bawah ini:

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BUKU JURNAL

Tangqal Nomor Bukti Kode Akun [J raian Oebet Kreditfr _-l

ts--+-----l



Transaksi dan peristiwa akuntansi dikelompokkan menjadi:

1) Jurnal Finansial

Jurnal Finansial yaitu pencatatan atau penjurnalan dalam

rangka menghasilkan laporan finansial yang meliputi Neraca,

Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan

Perubahan Ekuitas.

2) Jurnal Pelaksanaan Anggaran

Jurnal Pelaksanaan Anggaran yaitu pencatatan

atau penjurnalan dalam rangka menghasilkan laporan

pelaksanaan anggaran yang meliputi Laporan Realisasi

Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

b. Buku Besar

Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal

adalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, Fungsi

Akuntansi SKPKD dan PPK-SKPD memposting atau

memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari buku jurnal ke

buku besar masing-masing akun. Format Buku Besar seperti di

bawah ini:

PEMERINTAH PROVIiISI LA,TIPUNG
BUKU BESAR

KOOE AKUN: ............

c

Tanggal Nomor Bukti Uraian Debet Kredit Saldo

Neraca Saldo

Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat

sebelum penyusunan laporan keuangan, Fungsi Akuntansi SKPD

dan SKPKD menyusun Neraca Saldo atau Daftar Saldo Buku

Besar. Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh

kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. Format

Neraca Saldo seperti di bawah ini.

r



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
NERACA SALDO

2. Sistem Akuntansi Entitas Akuntansi

2 .1 Sistem Akuntansi Pelaporan SKPD

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD

merupakan langkah awal dalam penyusunan laporan

keuangan pemerintah daerah. Jurnal dan posting yang telah

dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam

penyusunan laporan keuangan. Laporan Keuangan yang

diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7'l Tahun 2010,

terdapat 5 (lima) Laporan Keuangan yaitu:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

2) Neraca;

3) Laporan Operasional (LO);

4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

a. Pihak-pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan

keuangan adalah:

1) PPK-SKPD

PPK-SKPD melakukan penyusunan atas laporan

keuangan.

2) Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan

melaporkan laporan keuangan sebagai entitas

akuntansi untuk dapat dikonsolidasikan di entitas

pelaporan pemerintah daerah.

Kode Akun Uraian Debet Kredit

-



b) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang

membayar angsuran utang jangka panjang.

Jurnal Finansial:

Pinjaman Jangka Panjang

Kas di Kas Daerah........

xxx

xxx

J urnal pelaksanaan Anggaran:

SILPNSIKPA.,,,,.,

Estimasi Perubahan- SAL.

xxx

xxx

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNNDI

uai aslinya
BIRO HUKUM,

I JAILANI SH MH.
bina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1004



Lamp an II :PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 35 TAHUN 2022
TANGGAL : 5-12-2022

BACAN AKUN STANDAR

KODE AXUN

I ASEl-
11 ASET LANCAR
1 I 01 Kas dan Setara Kas
I r 01 01

1 101 01 0l
1 1 01 01 0l 0001
1 101 02 Kas di Aendahara Penerimaan
1 101 0Z 01 Kas di Bendahara l'enerinraan
r 1 01 02 01 0001 Kas di Eend.hara Penerimaan
1 101 03 Kas di Bendahara PenAeluaran
1 101 03 0l Kas di Bendahara PenCeluaratr
I I 0t 03 01 0001 xas di Bendahara Pengeluaran
1 101 04 Kas di BLUD
1 101 04 01 Kas di BLUD
1 1 01 04 0l 0001 Kas di tsLUD
1 101 05

1101 05 01 Kas DaDa BOS

1 1 01 05 01 0001 Kas Dana AOS

r 101 06 Kas Dana Kapitasi pada FXTP
1 101 06 01 Kas Dana Kapltasi pada FXTP
I 1 01 06 01 0001 xas Dana (apitasi pada FKTP
1 1 01 07
I 101 07 01

1 1 0l 07 01 0001
I 101 0a
1 101 0a 01
I 1 0t 0a ol 0001
| 102 lnvestasl,angka Pendek
1 10201 lnvestasi dalam Saham
110201 01 Invest si.lalam sahah
I 1 02 01 01 0001 lnvestasi dalanr Saham
'| 10202 lnvestasi dalam D€posito
1 1020201 Deposito lanek, Pendek
1 1 02 02 01 0001 Deposito langka Pendek
1 10203 lnvestasi dalam 5UN
1 1020301 lnvestasi dalam SUN

I 1 02 03 0t 0001 Investasidalam SUN

I I OZ 04 lnvestasidalam 5Bl
r 102040r lnvestasi dalam Sal
I 1 02 04 01 0001 lnvestasidalam SBI
r 10205 lnvestasi dalam SPN

I 1020501 lnvestasi dalam SPN

I I 02 05 0l 0001 lnvestasi dalan SPN

r 10206 lnvestasi langka Pendek BLUD
I 1020601 lnvestasi ,anaka Pendek BLUD
I 1 02 06 01 0001 Invest si ,angka Pendek BLUD
1103 Piutane Paiak Daerah
1 10301 Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (P(8)
110301 01 Piutane PKB-Mobil Penumpans-Sedan
1 1 03 01 01 0001 Piutang PKB-Mobil Penumpang-scdan-Pribadi
r I 03 01 01 0002 Piutang PKB-Mobil Penumpant-Sedan-Umum
I 1 03 01 01 0003 PiutanA PKB-Mobil Penumpang-Sedan- Pemerintah Pusat
r 1 03 01 01 0004 Piutans PKB-Mobil Penumpans-Sedan'Pemerintah Daerah
r 10301 02 Piutang PKB-Mobil Penumpant.leep
I 1 03 01 02 0001 PiutanB PK8-Mobil Penumpans leep Pribadi
1 1 03 0l 02 0002 Piutang PKR Mobil Penunrp.ng Jcrp tl uDl
1 1 03 0t 02 0003 Piutahg PKll Nlobil PehumpJn,a Jcrp PetuerirtJh l'jus,r
1 1 03 0l 02 0004 Piutana PXB-Mobil Penumpang-,eep-Pemerintah Daerah
1 10301 03 Piutang PKB-Mobil PenumpanA-Minibus
1 I 03 0l 03 0001 Piutang PKB.Mobil Penumpang'Minibus'Pribadi
1 1 03 01 03 0002 Piutang PKB'Mobil Penumpant- M inibus-Umum
1 1 03 01 03 0003 Piutang PXB'Mobil Penumpang-Minibus- Pemerintah Pusat
1 1 03 01 03 0004 Piutang PKA-Mobil Penumpang-Lrinibus- Pemerintah Daerah
1 r 03 01 04 Piutang PKB-Mobll Bus-Microbus
1 1 03 0t 04 0001 Piutang PKB Mobil Bus Microbus Pribadi
1 1 03 Ol 0,1 0002 Piutang PKa-Mobil Aus M icrobus'U murf
1 I 03 0t 04 0003 Piutang PK8-Mobil Bus-Mi.robus-Pemerintah P!sat
1 1 03 0t 04 0004 Piut nS PXB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah



KODE AKUN
1 10301 05 Piutans PKB Mobil Bus Bus
1 1 03 01 05 000r PlutanA PKB'Mobil aus'Bus-Pribadi
1 1 03 01 05 0002 Piutang PKll-Mobil Bus-Bus.timunl
1 1 03 0l 05 0003 Piutang PKB-Mobil Bus-Bus.Pcmerintah Pusat
1 1 03 01 05 0004 Piutang PKB-Mobll Bus-Bus-Pemerintah Daerah
I 10301 05 Piutang PKB-Mobil Ear.ng/Beban-Pick Up
1 1 03 0l 06 0001 PiutanA PKB-Mobil Barana/Beban.Pick Up- Pribadl
1 1 03 01 06 0002 Piutane PKB-lvlobil Barans/Beban-Pick Ur,- Umum
1 I 03 01 06 0003 PiutansPKB'Mobil Aarans/Beban"Pick Up' Pemerintah Pusat
1 I 03 01 06 0004 PiutanAPXB-Mobil Barang/aeban-Pick Up- Pemerintah Daerah
1 10301 07 Piutana PXB-Mobil Barans/Aeban-Lisht Truck
1 1 03 0l 07 0001 Piutant PXB-MobU Ba.anglBeban'LiAhtT.uck- P.ibadi
1 1 03 01 07 0002 PiutanB PXB-Mobil AaranA/Bcban-Liaht Truck- Umum
1 1 03 01 07 0003 Piutans PXB-Mobil Barans/Beban-LishtTruck- Peoerlntah Pusat
I r 03 01 07 0004 Piutana PX B- M obi I Barang/Aeba n - Li ght Tru ck - Pemeri ntah Daera h

1 10301 0a PlutaDg PKB-Mobil Barang/Aeban-Truck
1 I 03 01 08 0001 Piutana P|(B'lvlobil Barang/Beban-Truck'Prlbadi
1 1 03 01 08 0002 PlutanA PKa'Mobil Aarang/8eban'Truck'Umum
1 1 03 01 08 0003 Piuta nA PX B'Mobil Barang/Aeba n'Truck' Pem eri n ta h Pusat
1 I 03 01 08 0004 PiutanA PXB-Mobil Barang/Beban-T.uck- Pemerintah Daerah
1 10301 09 PiutanA PKB-Mobil Barans/aeban-Blind Van
1 I 03 01 09 0001 Plutang PKB-Mobil Barang/Beban-Bllnd van' Prlbadi
1 r 03 01 09 0002 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind V.n- Umum
1 r 03 01 09 0003 PiutanaPXA'Mobil AaranE/Beban-Blind van' Pemerintah Pusat
1 I 03 01 09 0004 Piutan8 PxB-Mobil BaranA/Aeban-Blind Van- Pemerintah Daerah
I 10301 lO Piutant PKB-Sepeda MotoFsepeda Motor Roda Dua
1 I 03 01 t0 0001 Piutans Pxa-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi
1 I 03 0r r0 0002 Pilt n8 PKB-Seped. Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum
r , 03 01 10 0003 Piutang PKB Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat
I I 03 01 10 0004 Piutang P Ka- Sepeda Motor'Sepeda Motor Roda Dua'Pemerintah Da€rah
110301 11 Piutan8 PKB-Sepeda Motor-Seped. Motor Roda Tiga
1 1 03 01 t1 0001 Piutang Pl(A-Sepeda Motor'Sepeda Motor Roda TiSa-Pribadi
I 1 03 01 lt 0002 PiutanS PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda TiSa-Umum
I 1 03 01 11 0003 Piutant PK8-S.peda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerltrtah Pusat
1 1 03 01 tl 0004 Plutahg P(a'Sepeda Motor'Sepeda Motor Roda Tlsa-Pemerintah Daerah
110301 12 Piutang PXA-Kendar.an Bermotor yang Dioperasikan di Air
I 1 03 01 l2 0001 Piutana PKB-Kendaraan Bermotor yans Dloperasikan di Air-Pribadl
1 1 03 01 12 0002 Piutant PKB'Kendaraan Aerhotor yant Dioperasikan di Alr.Umum
I I 03 01 12 0003 Piutana Pxa-xendaraan Bermotor yang Dioperasil,an di Aar'Pemerintah Pusat
I 1 03 01 lZ OO04 Piutana PKB-Kendaraan Bermoto. yana Dloperaslkan dl Alr-Pemerlntah Daerah
110301 13 PiutanA PXB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
I 1 03 01 13 0001 PiutangPKA-Xendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Prlbadi
1 1 03 01 13 0002 PiutanA PXB--KendaEan Khusus Aht Aerat/Alat Be$r.Umum
I I 03 01 13 0003 PiutanS PXB-Kendaraan XhususAlat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat
r 1 03 01 13 0004 PiutanA PKB-Xendaraan Xhusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah
I 10301 14 Piutana PXB-Mobil Roda Tiga
I 1 03 01 14 0001 Piutang PK8-Mobrl Roda'Ii8a-Pribadi
I I 03 01 14 0002 Piutant PKB-Mobil Roda Tiga-Umum
1 1 03 01 l4 0003 Plutana PKB-Mobil Roda TiAa-Pemerlntah Pust
1 1 03 01 1,1 0004 PiutanS PK8-Mobil Roda Tiga'Peme.intah Daerah
t r 03 02 Piutang Bea Ballk Nanra l(endaraan Bermotor
1 1030201 PiutrnS AANKB'Mobil PenumpanS-Sedan
1 1 03 02 01 0001 Piutang BBNKA.Mobil Penumpang-Sedan
| 1030202 Piutang aBNXB-lviobil Penumpang-,eep
1 r 03 02 02 0001 Piutang BANXB-lvlobil PenumpanA-,eep
1 1030203 Piutang BANKB-Mobil Penumpang-rvlinibus
1 I 03 02 03 0001 Piutang aaNKB'Mobil PenumpanE lvlinibus
I r 03 02 04 Piutang BBNKa-Mobll Aus'Microbus
1 I 03 02 04 0001 Piutang BBNKa-Mobil Bus-Microbus
1 1030205 Piutang BBNKA-Mobil Bus-aus
1 I 03 02 05 0001 Piutang BBNKB'Mobil Aus-Bus
I 1030206 PiutanB ABNXB-Mobil BaranA/Bcban-Pick Up
1 1 03 0Z 06 0001 Piutang ABNXB-Mobil Barang/Beban-Pi.k Up
I 1030207 PiutanB BaNKB-Mobil Barang/Beb.n-Liaht Truck
1 I 03 02 07 0001 Piutang BBNKB-Mobll Barang/BebaD-Llght Truck
1 1030204 Piutang BANKa-Mobll aarang/Beban-Truck
1 r 03 02 08 0001 Piutans BBNKB-Mobil Barans/Beban-Truck
I r 03 02 09 Piutang BBNKB-Mobil Barang/8eban-Blind Van
1 1 03 02 09 0001 Piutang BBNKB-lvlobil Barang/Beban-Blind Van
I r 03 02 10 Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1 I 03 02 10 0001 Piutang BBNXB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
110302 11 PiutanS EaNKB-Sepeda Motor-Sepeda lviotor Roda Tiga
1 1 03 02 11 0001 Piutang EBNKB'Sepeda Motor'Sepeda Motor Roda Tiga
t | 03 02 t2 Plutang aBNKE-Xendaraan Eermotor yang Dioperaslkan dl Alr
1 1 03 02 12 0001 PiutanS ABNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1 10302 13 Piutana BBNKB-Xendaraan Khusus Alat Eerat



XODE AKUN
r 1 03 02 13 0001 Piutahg BBNXB Kendaraan Xhusus Alat Berat
1 10302 14 Piutang BBNKE-Mobil Roda Tiga
I 1 03 02 14 0001 Piut.nS BBNXS-Mobil Roda Tiga
1 10303 Piutang Pajak Aahan Ba ka r Kendaraan B ermo to r (PB B KB)
I 1030301 Piutang PBBKB B.han Bakar Be.sin
1 1 03 03 01 0001 Piutans PBBKa Bahan Aakar Eensin
I 1030302 Plutang PBBKB Bahan Bakar Solar
l I 03 03 02 000r Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar
I 1030303 Piutans PBBXB Bahan Bal.€r Gas

r r 03 03 03 0001 Piutant PBBKB Bahan Bakar Gas

t I 03 03 04 Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya
I 1 03 03 04 0001 Piutang PBBKB Aahan Bakar Lainnya
r 10304 PiutanAPajak Air Permukaan
I 1030401 Piutang Pajak Air Pernrukaan
I 1 03 04 01 0001 Piutang Paiak Air PermuP,aan
I 10305 PiutanC Pajak Rokok
I 1030501 Piutang PaJak Rokok
I I 03 05 01 0001 Piuteng Paiak Rokok
I r 03 06 Piutans Paiak tlotel
I 1030601 Piutang Pajak }|otel
I 1 03 06 01 0001 Piutanc Pajak Hotel
I 1030602 Piutang Paiak Motel
I 1 03 06 02 0001 Piutans Pajak Motel
1 1030603 Piutang Paiak Losmen
1 1 03 06 03 0001 PiutangPaiak Losmen
I 1030604 Piutang Pajak Gubuk Pariwisata
I 1 03 06 04 0001 Piutang Paiak Gubuk Pariwisata
I 1030505 PiutanA Paiak Wisma Pariwisata
1 1 03 05 05 0001 Piutang Paiak Wisma Pariwisata
I r 03 06 06 Piutang Pajak Pesangarahan
I I 03 06 06 0001 Pi'rtang Pajak Pesanggrahan
1 r 03 06 07 Piutang Pajak Rumah Penginapan dan SejeDisnya
I 1 03 06 07 0001 PiutangPa,ak Rumah PenAinapan da. Selenisoya
I 1030604 Piutang Pajak Rumah Kos dengan lumlah Kamar Lebih d.ri 1o (sGpuluh)
r r 03 06 0a oo01 Piutang Paiak Rumah Kos dengan lumlah Kamar Lebih dari rO (SepuluhJ
I 10307 Piutang Pajak Restoran
I 1030701 Pi uta ng Pa,ak Resto ran dan sejenisnya
I I 03 07 01 0001 Piutana Pajak Restora. dan seienisnya
t 1030702 Piutang Pajak Rumah Makan dan seienlsnya
I 1 03 07 02 0001 Piutana Paiak Rumah Makan dan Sejenisnya
I r 03 07 03 PiutanA Paiak Xat€taria dan Sejenisnya
I 1 03 07 03 0001 Piutang Pajak Kaletaria dan seienlsnya
I 103070'l Piut na Pajak Xa.tin dan SejenisDya
I 1 03 07 04 0001 Piutang Paiak Kantin dan Sejenisnya
I 1030705 Pi utang Paja k Wa runa dan seje n isnya
I 1 03 07 05 0001 PiutanA Pai.k Warung dan sejenisny.
I 1030706 Piutang P.jak Bardan Seienisnya
r r 03 07 06 0001 Piutang Paiak Bardan seienisnya
I 7 03 07 07 Piutans Paiak,asa BoAalKatering dan Selenisnya
I 1 03 07 07 0001 Piutans Paiak,asa aosa/Kat€ring dan sejenisnya
I r 03 04 PiutanA Pajak Hiburan
1 1030801 Piutang Pajak lontonaD Film
r r 03 08 01 0001 Piutang Pajak Tontonan Film
r r 03 08 02 Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/M usik/ Iaril Busana
I 1 03 08 02 0001 PiutanA Paiak PagelaraD Kesenian/Musik/TarilBusana
I t 03 0a 03 triutang Pajak KoDtes Kecantjkan, Binarnea, dan Sejenistrya
I 1 03 08 03 0001 Piutang Paiak Kootes Kecantikan, Binaraga, dan Se,enisnya
r 103080,1 Piutang Pajak Pameran
r I 03 08 04 0001 PiutanaPaiak Pameran
r r 03 08 05 Piut na Pajak Diskorik, Karaoke, Klub Malam dan seienisDya
I 1 03 0a 05 0001 Piutang Pa,ak Dlskotjk, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya
I 1030806 Pi utanA Paia k S irkus/Akrobat/S u la p

r I 03 08 05 0001 Piutans Pajak Sirkus/Akrobat/sulap
1 1030407 Piutang Pajak Permainan Biliar dan aowlioS
I I 03 08 07 0001 Piutang Pajak Permainan Biliar dan Eowling
I 1030404 PiutangPa,ak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan xeta.gkasan
I 1 03 08 0a 0001 PiutangPalak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketanakasan
r 1030809 Piutang Paiak Panti Pijat, R€fleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebusaran [Fitness Cenler)

I I 03 08 09 0001 Piutang Paiak Panti Piial Refleksi, Mandi uaplspa. dan Pusat (ebuaaran (Fitness Center)

r r 03 08 10 Piutang Pajak Pertandingan olabraga
I I 03 0a 10 0001 Piutang Pajak Pertandingan Olahraga
1 10309 PiutangPaiak Reklame
1 1030901 Piutang Paiak Reklame Papan/Eillboard/ Videotron/Megatron
r r 03 09 01 0001 Piutana Paiak Reklame Pap.n/Billboard/ Videotron/Metat.on



KODE AKUN
1 1030902 Piutans Paiak Reklame Kain
I I 03 09 02 0001 Piutane PajakReklame Kain
1 1030903 Piutang Paiak Reklame lvlelekat/Stiker
1 1 03 09 03 000r Piutang Pajak Reklame Melekat/stiker
I 1030904 Piutang Paiak Rekla me selebaran
1 1 03 09 0,1 0001 Piutan8 Paiak Reklanre se!ebaran
1 1030905 Piutang Palak Reklame Berjalan
1 1 03 09 05 0001 Piutang Pajak Reklame Berjala!
r r 03 09 06 Piutane Palak Reklame Udara
1 1 03 09 06 0001 Piurane Paiak Reklame Udara
1 1030907 Piutang Pajak ReklameApuhg
1 1 03 09 07 0001 PiutanS PaiakReklameApunA
I 1030908 PiutanA Palak Reklamesuara
1 1 03 09 08 0001 Piutans Pajak Reklame Suara
1 1030909 Piutana Pajak Reklame Film/slide
1 I 03 09 09 0001 Pilrang Pajak Reklame Film/slidc
r r 03 09 10 Piutans Palak Reklame Perasaan
1 1 03 09 10 0001 PiutanA Pajak Reklame Pera8aan
1 103 10 Piutang Palak Penerangan Ialan
1 103 10 01 PiutanA Paiak PeneranAan Dihasilkan SeDdiri
1 1 03 l0 01 0001 Piutang Paiak Penerangan ralan Dihasilkan Sendiri
I 103 10 02 Piutana Palak PenerrnAan lalan sumber t in
r 1 03 10 02 0001 Piutang Paiak Penerangan ralan Sumber Lain
1 103 11 Piutang Pajak Parhr
I 103 11 01 Piutana Paiak Parkir
r 1 03 11 01 0001 Piutana Pajak Parkir
1103 12 Piutang Paiak AirTanah
I 103 12 01 Piutana PajakAir Tanah
1 1 03 12 01 0001 Piutang PaiakAir Tanah
1103 13 Plutang Pajak SaranC Burung Walet
I 103 13 01 PiutanB Pajak sarang Burung walet
1 1 03 13 01 0001 Piutans Paiak sarang Burung Walet
1 103 14 Piuta.s Paiak Mineral Bukan Losanr dan Batuan
1 103 14 01 PiutangPajakAsbes
1 1 03 14 01 0001 Piutana PaiakAsbcs
I I O? 1402 Piutang Palak Batu Tulls
1 1 03 14 0Z 0001 Piutang Paiak Batu Tulis
1 103 14 03 Piutang Pajak Batu Setengah Permata
1 1 03 14 03 0001 PiutanB Paiak Batu Setengah Permata
I 103 14 04 Piutang Pajak Batu Kapur
I 1 03 14 04 0001 Piutang Pajak Batu Kapur
1 103 14 05 Piutang Paiak Batu Apung
1 1 03 14 05 0001 Piutana Pajak Batu Apuna
1 103 14 06 Piutang Pajak Batu Permata
r 1 03 14 06 0001 Piutana Paiak Batu Permata
I 103 14 07 PiutanS Paiak Bentonit
I 1 03 14 07 0001 Piutang Paiak Bentonit
1 103t40a Piutang Paiak Dolomit
I I 03 14 0a 0001 Piutang Pajak Dolomit
I 103 l4 09 Piutang Prjak Felsp.r
I 1 03 14 09 0001 PiutanAPaiakFelspar
1103 14 10 Piutang Pajak Garam Batu (Halite)
I 1 03 14 10 0001 PiutanA PaiakCaram Batu [Halite)
1103 l,t 11 Piutans Pajak GraRt
I I 03 14 11 0001 PiutanA Paiak Grafit
I 103 14 12 Pjutang Pajak Granit/Andesit
I 1 03 t4 12 0001 PiutanA Paiak G ran itlAndesi t
I 103t4 13 PiutanA Pajak Gips
I 1 03 14 13 0001 Piutang PaJak Gips
I 103 14 14 l'jutang Prjrk Kalsit
I 1 03 14 14 0001 PiutanS Paiak Xalsit
1103 l4 15 PiutanS Pajak Kaolin
I 1 03 l,t 15 0O0l Piutang Pa,ak Kaolin
I 103 l,l 16 Piutang Pajak Leusit
1 1 03 14 16 0001 Piutans Paiak Leusit
1 103 14 17 Piutang Pajak Magnesit
1 r 03 14 17 000r PiutanS Pajak Magnesit
1 103 14 18 PitltanA Paiak Mika
I 1 03 14 18 0001 Piutana Pa,ak Mika
I 103 1.1 19 Piutang Paiak lvlarmer
t 1 03 14 19 0001 Piutang Pajak Marmer
I 103 14 20 Piutang Paiak Nitrat
I 1 03 14 20 0001 Piutang Pajak Nitrat
1 103 14 21 Piut ngPaiakopsidien
I 1 03 t4 21 0001 Piutang Paiak Opsidien
| 7 03 t4 22 Piutang Pa,ak Oker



KODE AKUN TJRAIAN

8 5 02 01 02 0001 Dofisit Fenycleari.n Utqng kepada Pemcrintah hlsat-Penerusen Pinjeman Delam
Neg.ri.Jan*a Panjanl-Lo

8 5 0201 03 Dcfiit PcllFletabn Utang kepada Pcmcrintah Pulat-Petrarl.an Pinjaman Luar N€aeri
Jaffta Menc'lIah-LO

a s 02 01 03 o@1 Dc6.it PcriyGlcsaian UtaiS k pada Pemcrintah hrsar-Pcncrusa4 PinjgrDan Luar Nqi6ri
Jangka Mcnangah-LO

8 5 02 0r 04 Dc6sit Pony.leaai6tr Uts.ng kcpada Petncrinteh Pu.at Pcrrcrulan Pinjarnen Luer Negeri
J!4&! E4jairlo

8 5 02 0l 04 0001 Dcfait Pcayclcoahn Uteng kcpeda PctB.rintah Puaal-Pctleruran Plnjaman Luar Negcri
Janrka Panj.ns-Lo

8 s 0201 05 Dc6.it PenJElcaaiai Utsng kcpada Pcracriltsh Rrret-Sumbcr Lainnya aosuai dengan
Kctcotuen Pcraturen Pcrundang-Undanga.-Jandra Mcn6rgah-1,

E 5 02 01 05 0001 Defisit Penyelesaien Utang kcpada Pcmcrintsh Pusat-Sumber Lainnjra sesLlei dongal
Ketcntuan Paraturan Pcrundang-UndaoganJangka McnenSah-Lo

8 59201 06 De6sit Pdryeleseiul Utang kcpada Pemcrintah Pusat-Sumbcr Laiinya sesuei deng€n
Undangal-Jalgka Paljang-LO

8 5 02 0l 06 0001 Dcfirit Fcnyclclaian Utang kopada Pcmcrintah Rrsat-Sumbcr lainn5ra sesuai dengan
Kcta tuaD P.leturen Pcrundang-UrtdanganJanEka PanjanA-LO

a 5 02 d2 Defisit Penvelesaian Ut rls keoada Lemba,ca Keuanqan Bar)k ILKBI-1,o
a 5 02 02 0r Defiait Pcnyelcsaian Utsng kepada LI(B-BUMN- JanEl<a McnenEah-1,o
8 5 02 02 0l oool D€fisit Penycle3aiaa Utan{ keDada LKB-BUMN Janeka Mencncah-LO
a 5 u) 02 u) Dcfisit Pcnvclcsaian Utanc keeada LKB-BUMN- Janpka Panianc-l,
8 s 02 02 02 0001 Defi sit Penyelesaia.o UtanE kcDada LKE|-BUMN-Janska Panian(-LO
8 5 02 02 03 Deisit Peny.lcsaian Utana kepada LKB-BUMD- Jangka Menengah-LO
8 5 02 02 03 0001 Defisit PenvelBaian Uta c keDada LKB-BUMD Jancke Mercncah Lo
8 5 Cr2 02 04 Defieit Penyelesaian Ut?rrB kjeda LKB-BUMD- Jarl,{ka Psniarrs LO
8 5 02 02 04 0001 Delisit Penv.lesaian Utan€ keoada LKB-BU MD-JanEka Pani ano- LO
I 5 02 02 05 Defisit Panyclegaiar UtanE kcpads LKB Swasta Janska Mcnencah-LO
8 5 02 m 05 0001 Defieit Pcnyclesaian Ut6nc kcpada LKBscrasta-Jand<a Mencnnah L/O

8 5 02 02 06 Delisit Perrvelesaiarl trtan{ kepada LKB- Sg,astaJatrdm PaniqrE-LO
a 5 ()? o, (l5 (xr}t Defisit Pen\,'Eles&ian Utarl! keDada LKB.Swasta-J6'ck,e Paniana-Lo
8 5 02 03 Defiait Penyelesaian Utsng kopada Irmbaga Keuangen Bukan B6nk (LKBB)-LO
8 5 02 03 0l D!6sit Pcnyelc.eian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBBI-BUMN

Jangka Menengah-LO
8 5 02 03 0l 0001 Do6eit Penyelcraian Utang kepada Lefrbaga Kcuangsn Bukan Ba,rk {LKBB),BUMN-

Jargka Mcacngah- l,O
a 5 02 03 02 Do6sit Fctlyelcsaian Utang kepada Lcmb6ga Kcuangan Bukarl Bank (LfBBl-BflMN-

Jangk Par{ang-l,C}
8 5 02 03 02 0001 Defisit PenycleBaian Utang kcpada l,crnbaga Kcuarlgan Bukan Bank {I,KBR}-HUMN

J LO
I 5 m0303 De[sit Pcnyclcaaian UterB kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LI(BB) Bt IMD-

8 5 02 03 03 @Ol

I 5 02 03 04 Dcfisit U Lerrr Brrkan Bank BUMD.
8 5 02 03 0.r OOor Defisit Penyelesaian Utalrt kepada Lembaga Keuengen Bukan Bank {LI(I}B)-BUMD-

J LO
I 5 02 03 05 Defisit Pc{rFlcsaiar Utang kepada l,€mbaga Kcuangsn Bukan Bank (l,KBB)-Swasra

J LO
8 5 02 03 05 0@1 Deisit Pcnyelesaian Ut6ng kcpada lambaga Kcuangan Bukan Bank (LKBBI-swasta

J L()
8 5 02 03 06 Delisit Pcnyclclsien Utarg kepada lrmbaga Keuangan Bukan Bank (LNEBI-Swa6ta

LO
8 5 02 03 06 0001 De6rit Pcnyelcsaian Utang kepadi L€mbaga Xcuanga[ Bukan Bank (LKBBI-swasta

-LO

LOa 5 02 0{
8 5 02 04 0l
8 5 02 04 0r ooor
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ARINAL DJUNAIDI

Ketcntuan Peraturan

J!4gka Merrctuan-Lo
Mrit PcnlEleseien Utang kepe& L.mbaga Kcuengan Bukqn Bank (LKBB)-AUMB
Jan8ka Mcocng.h-Lo


